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bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah, dipandang perlu untuk memberikan
persetujuan terhadap Madrasah Swasta dilingkungan Kantor Wilayah
Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat.
bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom 2larnpiran Keputusan ini
telah memenuhi persyaratan yang diten tukan untuk diberikan persetujuan
p enye len g g ar aan p endi di kan.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional.
Peraturan Pemerintah Ri Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar.
Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan
Menengah.

4. Keputusan Presiden R[ Nomor 45 Tahun 2002 tentarg Tugas Fungsi
Kewenangan Organisasi dan Tata Kerja Departemen.

5. Keputusan Menteri Agama Nomorl Tatrun 2001 tentang Kedudukan, Tugas
Fungsi Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.

6. Keputusan Menteri Agama R[ Nomor 373 Tahun 2002 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Dep. Agama Provinsi, Kandepag
Kabupaten / Kota.

7. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor:
81250.A.1997 tentangsyarat - syarat dan tata cara Pendirian Madrasah Swasta
jeajang pendidikan Dasar dan Menengah.

8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor:
El25l.A.l997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta jenjang
pendidikan Dasar dan Menengah.

9. Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islarn Nomor :

Dj.lU 408 I 2003 tentang Pedoman Alaeditasi Madrasah.
10. Surat edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor

: E.WPP.O3 l2lED I 463.N 1997 tentang Akreditasi Madrasah Swastra jeqiang
pendidikan Dasar dan Menengah.

Hasil Team Survey Pendirian Madrasah Swasta tanggal 19 September 201 1.

Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Katrupaten Sumbawa
Besar tanggal 4 Agustus 2011 Nomor : Kd.19.04/4/PP.00118611201l.
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c.Hasil Sur1/ey Tim Kanwil Kcnlcllte五 an Agma Provinsi NTB tangga1 19
Scptcmbcr 2011.
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Memberikan pers€nduan atas pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta yang
tercartum dalam kolom 2 lampiran kepuhrsan ini.

Kepada Madrasah Tsanawiyah Swasta seperti dimaksud dalam dikhm pertam4
diberikan status sebagai Madrasah Terdafra4 diberikan Nomor Statistik
Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 diberikan piagam tercantum dalam
kolom 4 lampiran Keputusan ini.

Apabila penyelenggara pendidikan pada Madrasah tersebut pada kolom 2
lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka
keputusan ini akan diubah sebagaimana mestinya.

Segala sesuatu akan diubah dan ditir$au kembali sebagaimana mestinya jika
terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya
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BARAT
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TEMBUSAN:

l. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama di Jakarta;
2. Drjen Pendidikan Islam di Jakartq
3. Inspektorat Jenderal Kementerian Agama di Jakartq
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Povinsi NTB;
5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa Besar;
6. Kepala MTs yang bersangkutan
7. Ketua Pokjawas Pendais MTsllvIA Kabupaten Sumbawa Besar;
8. Ketua KKM Madrasah Tsanawiyqh yang bersangkutan.
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